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SAMBUTAN DEKAN

Assalamualaikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera

Simposium Nasional dan Cal/ For Papers yang diselenggarakan oleh Fakultas
Hukum Universitas Kanjuruhan Malang dengan tema “Rekonstruksi Harmonisasi dan
Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia” merupakan agenda rutin
Fakultas Hukum dalam upaya peningkatan kapasitas peneliti.

Simposium Nasional dan Call For Papers ini mengundang para dosen,
praktisi, dan pemerhati hukum dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Melalui
Simposium Nasional dan Call For Papers ini, juga diharapkan dapat memperluas
jejaring kerjasama antar peneliti di perguruan tinggi tersebut, khususnya dalam
pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum.

Atas nama Dekan Fakultas Hukum Universitas Kanjuuruhan Malang, saya
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah
berkontribusi atas terlaksananya Simposium Nasional dan Call For Papers
Sipendikum 2018 ini. Simposium Nasional dan Ca/l For Papers ini dapat berlangsung
dengan sukses berkat usaha Panitia Penyelenggara dan partisipasi Peserta.

Akhir kata, Selamat telah Sukses menyelenggarakan Simposium Nasional
dan Call For Papers Sipendikum 2018.

Wassalamualaikum wr.wb.
Malang, 10 Maret 2018

Dekan,

Dr. Suciati, SH, M.Hum.
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KATA PENGANTAR

Seminar Nasional dan Call For Papers (SIPENDIKUM) vyang
dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2018 merupakan kegiatan rutin yang
dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang sebagai
wujud kontribusi kami dalam meningkatkan kapasitas ilmu hukum. Seminar
Nasional Sipendikum ini mengambil tema: “"REKONSTRUKSI HARMONISASI
DAN SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”.
Tema ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa saat ini terkadang terjadi
benturan atau dissinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah,
ataupun disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang
horizontal atau sederajat. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering
menimbulkan pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan
yang mana yang lebih tepat untuk digunakan untuk kasus tertentu.

Oleh karena itu, Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang
menggagas forum Simposium Nasional dan call for papers sebagai sarana
diskusi, ekplorasi dan integrasi dari berbagai aspek hukum mengenai
pengembangan dan penegakan hukum. Selain itu, kapasitas peneliti di
perguruan tinggi harus ditingkatkan, agar dapat menghasilkan penelitian
yang mampu memberikan konstribusi kepada masyarakat dalam kehidupan
hukum.

Kegiatan Seminar dan Cal/ For Papers ini diawali dengan presentasi
dari nara sumber: Ketua MK 2008-2013 yang juga menjabat sebagai Ketua
AP HTN HAN, Anngota UKP PIP, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Malang 2013-2017, serta Kepala Lab Fakultas Hukum dan
Ketua LKBH Universitas Kanjuruhan Malang yang dilanjutkan presentasi
secara parallel oleh pemakalah. Dalam seminar nasional ini, kami menerima
makalah yang berupa hasil penelitian para dosen dari berbagai perguruan

tinggi se-Indonesia. Makalah yang dinilai layak sesuai penilaian dari tim
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penilai, dipresentasikan dan diterbitkan pada Prosiding Simposium Nasional
dan Call For Papers ini.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para
peserta Simposium Nasional dan Cal/ For Papers dan pemakalah yang telah

berpartisipasi mensukseskan acara ini.

Malang, 10 Maret 2018

Ketua Pelaksana,

Dr. Susianto, SH, M.Hum, CLA
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